
Menimbang 

Mengingat 

WALi KOTA PALEMBANG 

PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PERATURAN W ALI KOTA PALEMBANG 

NOMOR '3 3-rAHUN 2025 

TENTANG 

MANAJEMEN KUALITAS INFORMASI GEOSPASIAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

WALI KOTA PALEMBANG, 

a. bahwa dalarn rangka mendukung Perencanaan Pembangunan
yang berkualitas dan Pengendalian Pembangunan yang efektif,
diperlukan adanya manajemen kualitas yang akurat,
mutakhir, terintegrasi, akuntabel, dinarnis, mudah diakses
dan berkelanjutan serta ditunjang dengan analisis yang
mendalarn, tajarn, dan komprehensif;

b. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan
pembangunan perlu didukung dengan manajemen yang
dikelola secara seksarna dan berkelanjutan dalam proses
perencanaan pembangunan dengan melibatkan seluruh
perangkat kepentingan melalui Informasi Geospasial;

c. bahwa untuk menjarnin ketersediaan data geospasial dan
informasi geospasial yang akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan diperlukan manajemen kualitas
informasi geospasial;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Manajemen Kualitas Informasi
Geospasial;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir ..... 
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Pasal 11 

IG disertai Metadata yang telah ditetapkan Wali Data, disahkan 

oleh W ali Kota. 

Pasal 12 

(1) IG disertai Metadata yang telah disahkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 disebarluaskan oleh Wali Data.

(2) Penyebarluasan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

BAB IV 
EVALUASI 

Pasal 13 

Pelaksanaan manajemen kualitas IG sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 dilakukan evaluasi oleh Wali Data secara berkala 
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 14 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kota Palembang. 

DitetapkanA:t:F-1�1 
pada t.a;,l'.r£��t:-+=-­
W ALI 

bang 
2025 

G, 

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2025 NOMOR 31 




